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TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE
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TAHUN 2OI9.2O23
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Menlmbang: a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja

pembangunan pariwisata sesuai Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2Ol8-2O23, diperlukan langkah-

langkahpercepatanpelaksanaanpembangunansektorpariwisata

di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b.bahwadalamrangkameningkatkanjumlahkunjunganwisatawan
sekaligus percepatan pembangunan di sektor pariwisata,

diperlukan pembangunan pariwisata estate dengan

pengembangan unsur 5A (Attraction, Accessibilitg, Accommodation,

Amenities dan Awareness pada kawasan wisata di

Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;

c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan

PariwisataEstatediProvinsiNusaTenggaraTimurTahun2019-
2023;

MengingFt : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 115' Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56Ze\ p



Menetapkan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun

2O19 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O105);

MEMUTUSKATT:

PERATURAN GUBERNUR TEI{TANG PEDOMAN PERCEPATA,IT
PEL/IJGANAAN PEI{GEMBANGAN PARIWISATA ES?ATE DI
PROVIXSI NUSA TEN(X}ARA TIMUR TAIIUN 2OI9-2O23.

BAB I
XETEI|TUAI| I'UTIM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Defrnisi

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se Nusa

Tenggara Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pariwisata Estate adalah pembangunan kawasan industri pariwisata secara

terpadu dan dinamis yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang

cepat dalam hal kesempatan ke{a, pendapatan dan peningkatan taraf hidup

dalam mengaktifkan sektor produksi.

Program NTT Bangkit adalah prograrn yang mengalokasikan sejumlah dana

untuk pengembangan pariwisata estafe melalui sinergi dan kemitraan.

Desa/ Kelurahan adalah Desa/Kelurahan destinasi wisata yang menjadi lokasi

sasaran Program NTT Bangkit.

Bagian Iledua
Maksud, Trliuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasd 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi

Pemerintah Daerah dan Kabupaten/ Kota serta seluruh stakeholder dalam

mendukung upaya percepatan pelaksanaan pengembangan Pariwisata Estate Tahun

4.

6.

8.

Anggaran 2Ol9-2O23 diDaerah. p



Pasd 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini addah:

a. menjadikan sektor Pariwisata sebagai penggerak utama Qtime mouer) ekonomi di

Daerah;

b. meningkatkan kunjungan wisatawan di Daerah;

c. terwujudnya pengembangan pariwisata Daerah melalui pemenuhan unsur 5A

pariwisata (Attraction, Acessibility, Accommodation, Amenities dan Auarenessl

dengan pola pendekatan kawasan; dan

d. meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur fisik dan non-fisik penunjang

sektor pariwisata.

Pagal 4

{1) Sasaran dari pelaksan aan Peraturan Gubernur ini adalah kawasan wisata yang

menjadi lokasi Pengembangan Pariwisata Estate .

(2) Kawasan wisata sebagaimana dimaksrrd pada ayat (1) adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. percepatan pengembangan pariwisata estate;

b. peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Masyarakat, Lembaga

Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat;

c. pengendalian dan evaluasi; dan

d. pembiayaan.

BAA II

PERCEPATAN PEN(}EUBAIf GAN PARTWISATA ESTATE

Paeal 6

Percepatan pengembangan Pariwisata Estate dilakukan dengan kegiatan s'ebagai

berikut:

a. pemenuhan unsur Atraksi;

b. pemenuhan unsur Aksesibilitas;

c. pemenuhan Akomodasi;

d. pemenuhan Amenities; dan

e. Pemenuhan Ataareness. {



Pasal 7

Kegiatan pengembangan Pariwisata Estate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

terdiri atas:

a. Pembangunan dan penataan kelembagaan pariwisata lewat penguatan Kelompok

Sadar Wisata pada kawasan Pariwisata Estate dalam pemenuhan standarisasi

dan mutu pelayanan;

b. Kegiatan sinkronisasi dan membangun kemitraan antara perguruzrn tinggi serta

lembaga kepariwisataan dalam menyelenggarakan pendidikan sarjana serta

sekolah menengah kejuruan di bidang kepariwisataan yang bertujuan

meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan serta

memperluas jurusan dan peminatan pariwisata;

c. Integrasi Pariwisata Estate sebagai wilayah pengembangan strategis provinsi ke

dalam dokumen perencanaan dan penataan ruang;

d. Pengembangan investasi dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal

di bidang pariwisata dalam pengelolaan industri kreatif daerah berdasarkan

potensi lokal;

e. Pendirian Pusat Informasi Kepariwisataan (Tourism Informahon centefl dan

promosi obyek-obyek wisata strategis Daerah melalui dQital literasi serta digital

aduertising guna mempermudah akses informasi;

f. Pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata alam dan budaya serta minat

khusus (edu-touism dan ea-tourisml secara terintegrasi melalui produk

Pariwisata Estate;

g. Meningkatkan jumlah dan kualitas berbagai infrastruktur fisik dan non-fisik

penunjang sektor pariwisata; dan

h. Pembukaan rute pelayaran laut yang menghubungkan pulau-pulau di Daerah

untuk mewujudkan kesatuan dalam Ring Of Beautg.

BAB III
PERAN PEUERINTAH DAERAII, PEMERIITTAII

KABUPATEN/ X(yIA, UASYARAKAT,

LEUBAGA SWADAYA MASYARAI(AT DAX ORGAITISASI MASYARAXAT

Bagiaa Kesatu

Pemerintah Provlnsi

Pasal 8

(1) Gubernur mensosialisasikan kebijakan prioritas terkait program percepatan

pengembangan Pariwisata Estate.

(2) Selain mensosialisasikan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Gubernur memiliki peran sebagai berikut:

a. penyaluran dana hibah/ bantuan;

b. menyelesaikan permasalahan dan pengaduan dari masyarakat; dan

c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Q



Bagian Kedua

Penerlatah l(abupaten/ Kota

Paragraf 1

Bupati/Wdikota
Pasd 9

(1) Bupati/watikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

percepatan pengembangan Pariwisata Estate di Kabupaten/ Kota.

(2) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(l), Bupati/Walikota memiliki peran sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dengan camat/lurah/kepala desa dalam rangka

percepatan pengembangan Pariwisata Estate di Kabupaten/Kota;

b. melakukan pemantauan dan pembimbingan terhadap pelaksanaan percepatan

pengembangan Pariwisata Estate di Kabupaten/Kota;

c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan

pengembangan Pariwisata Estate di Kabupaten/Kota; dan

d. menyampaikan usul dan saran kepada Gubernur sebagai tindak lanjut

program.

Paragraf 2

Camat

Pasal 1()

(1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan

pengembangan Pariwisata Estate di tingkat kecamatan.

(2) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Camat memiliki peran sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dalam melakukan pemantauan

terhadap percepatan pengembangan Pariwisata Estate;

b. berkoordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah serta Dinas Pariwisata di

Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

timbul dalam pelaksanaan percepatan pengembangal Pariwisata Estate di

tingkat kecamatan; dan

c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan pengembangan

Pariwisata Estate di tingkat kecamatan.

Pangraf 3

Kepala Desa/Lurah

Pasd 1l
(1) Kepala Desa/ Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata Estate di tingkat

desa/kelurah^.. I



(1)

(21

(2) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Desa/Lurah memiliki peran menyampaikan laporan pelaksanaan

kegiatan sesuai tahapan peke{aan di lapangan kepada Gubernur dengan

tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Baglan Ketiga

Peran tas5rarakat

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan percepatan pengembangan Pariwisata Estate, masyarakat

berperan dengan menyampaikan permasalahan yang berkaitan pengembangan

Pariwisata Estate dan memberikan saran serta pendapat dalam rangka penyelesaian

masalah dimaksud.

Bagian Keempat

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Orgaalsasi Masyarakat

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan percepatan pengembangan Pariwisata Estate, Iembaga

Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat dapat ditunjuk sebagai pelaksana

pembangunan infrastruktur pa.riwisata di Kabupaten / Kota.

Dalam rangka melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

l,embaga swadaya Masyarakatl organisasi Masyarakat harus menandatangani

naskah perjanjian dengan Gubernur.

BAB IV

PEITGENDALIAI{ DAIf EVALUASI

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan percepatan pengembangan Pariwisata Estate, Gubernur

dan Bupati / walikota/ camat lKepala Desa/ Lurah melakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Pariwisata Estcte di Daerah.

Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), digunakan sebagai dokumen untuk mendukung perenc€rnaa-n tahun yang

berikut.

BAB V

PENDAITAAIf

Pasd 15

Pembiayaan penyelenggaraan percepatan pengembangan Pariwisata Estate di Daerah

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara

(l)

(21

Timur dare sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengqkat. $.



BAB VII

XETENTUAN PEITUTI'P

Pa38l 16

PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Ditetapkan di KuPang
pada tanggal rc of6hr 2olg I

I cueenruun NUSA TENGGARA TIMURIv\n vr
VIKTOR BUNGTILU LNSKODAT

Diundangkan di KuPang
pada tanggal zq oV'\-W 2oL9

SEKRETARIS DAEMH /)
.4 enovrnlSsA TENGGARA rrMuy

f'rnrc:
S POIO MAING

bBNTTE DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR



LAIUPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8O TAHUN 2OI9
TANGGAL : 2A ol"{.,fur 2olg

KAWASAN WISATA
LOKASI PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWI SATA ESTATE

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO I(AWASAN WISATA I(ABUPATEN/KOTA TAHUN

1 Pantai Liman Kabupaten Kupang 2019

2 Mulut Seribu Rote Ndao 2019

3 Lamalera Lembata 2019

4 Moru-Wolwal Alor 2019

5 Koanara Ende 20L9

6 Karera-Praimadita Sumba Timur 2019

7 Mutis-Fatumnasi Timor Tengah Selatan 20t9
8 Ile Boleng - Mekko Flores Timur 2020

9 Bola-Uma Ata Sikka 2020

10 Resf Area Sumba Tengah 2020

11 Wakelo Sawah Sumba Barat Dava 2020

l2 Motaain Belu 2020

13 Kellaba Mala Sabu Raijua 2020

T4 Riung Ngada 2020

15 Anakoli Nagekeo 202r

76 Ina Mbele Manggarai 2021

I7 Sanonggoang Manggarai Barat 2021

18 Rana Mese Manggarai Timur 202r
T9 Wee Liang Sumba Barat 2021

20 Insana Timor Tengah Utara 202r
2l Motadikin Malaka 202r
22 Lasiana Kota Kupang 202r
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